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ABSTRAK

Tesis ini merupakan hasil penelitian dengan judul “Dualisme Penafsiran
Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung Dalam Perkara Batas Usia
Pencalonan Kepala Daeah”. Tesis ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang
dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana Pertimbangan Hukum
(Ratio Decidendi) Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Mahkamah Agung
dalam Menafsirkan Perkara Batas Usia Pencalonan Kepala Daerah? 2. Bagaimana
Implikasi Hukum Akibat Adanya Dualisme Penafsiran Hakim Mahkamah
Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam Perkara Batas Usia Pencalonan Kepala
Daerah Terhadap Keberlangsungan Pilkada 20247

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan
menerapkan teori Kewenangan, teori pemisahan kekuasaan, dan teori keberlakuan
hukum dengan metode pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual.

Hasil penelitian, Pertama Putusan Mahkamah Konstitusi No 70/PUU-
XX11/2024, Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 merupakan norma yang sudah
jelas, terang-benderang, persyaratan dimaksud harus dipenuhi pada proses
pencalonan yang bermuara pada penetapan calon. menambahkan pemaknaan baru
akan memosisikan norma a quo menjadi berbeda sendiri (anomali) di antara semua
norma dalam lingkup persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala
daerah. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung No 23 P/HUM 2024 dirasa belum
tepat karena Mahkamah Agung masuk dalam penafsiran original intent, kemudian
dalam pembacaan aturan secara holistik Pemilihan kepala daerah dilaksanakan
dengan serangkaian tahapan yang berarti status, calon sudah melekat saat Komisi
Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon, dan juga Mahkamah Agung tidak
boleh mengubah/ menambah/ymemperbaiki norma yang diuji,-Mahkamah Agung
hanya cukup menyatakan norma tersebut bertentangan atau tidak. Kedua, empat
implikasi akibat dualisme putusan 1. Perbedaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi
dan Mahkamah Agung. 2. Ketidakjelasan dalam Implementasi Hukum oleh Komisi
Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan kepala daerah. 3. Menurunnya
kepercayaan publik terhadap sistem peradilan karena terdapat putusan yang saling
bertolak belakang. 4. Inkonsistensi antara Norma Hukum yang Lebih Tinggi dan
Lebih Rendah,

Kata Kunci: Dualisme Putusan, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung,
Pemilihan Kepala Daerah.
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ABSTRACT

This thesis is the result of research with the title "Dualism in the
Interpretation of Decisions of the Constitutional Court and the Supreme Court in
Cases of Age Limits for Candidates for Regional Heads". This thesis was written to
answer questions outlined in two problem formulations, namely: 1. What are the
Legal Considerations (Ratio Decidendi) of Constitutional Court Judges and
Supreme Court Judges in Interpreting Age Limit Cases for Regional Head
Candidates? 2. What are the legal implications resulting from the dualism in the
interpretation of judges at the Constitutional Court and the Supreme Court in the
case of the age limit for nominations for regional heads on the continuity of the
2024 regional elections?

This research uses a type of normative legal research by applying authority
theory, separation of powers theory, and legal enforcement theory using statutory,
case, and conceptual approaches.

The results of the research, Firstly, the Constitutional Court Decision No.
70/PUU-XX11/2024, Article 7 paragraph (2) letter ¢ Law 10/2016 is a clear, clear
norm, the requirements in question must be fulfilled in the nomination process
which culminates in the determination of the candidate . adding a new meaning will
position the a quo norm to be different (an anomaly) among all norms within the
scope of requirements for regional:head candidates .and deputy segional head
candidates. The Supreme Court Judge's considerations No. 23' P/HUM 2024 were
deemed inappropriate becausejthe Supreme Court entered into the interpretation of
the original intent, thenin a holistic reading of the rules. Regional head elections are
carried out in a series of stages, which means that the candidate's status is already
attached when the General Election Commission determines the candidate pairs,
and Also, the Supreme Court may not change/add/improve the norms being tested,
the Supreme Court only needs to state whether the norms conflict or not. Second,
four implications resulting from the dualism of decisions 1. Differences in the
Authority of the Constitutional Court and the Supreme Court. 2. Unclearness in the
Implementation of the Law by the General Election Commission as the organizer of
regional head elections. 3. Declining public trust in the justice system because there
are contradictory decisions. 4. Inconsistency between Higher and Lower Legal
Norms.

Keywords: Dualism in Decisions, Constitutional Court, Supreme Court, Regional
Head Election.
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